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KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI TENGAH 

 

PENGUMUMAN 

Nomor : 268/PP.06-Pu/72/2024 

 

TENTANG 

PENDAFTARAN DAN PERSYARATAN PEMANTAU DAN LEMBAGA SURVEI 

ATAU JAJAK PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN CEPAT HASIL PEMILIHAN 

GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SULAWESI TENGAH 

TAHUN 2024 

 

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 42 Peraturan Komisi 

Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam 

Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan 

Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota serta Peraturan Komisi 

Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal 

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, 

dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum 

Provinsi Sulawesi Tengah menerima pendaftaran bagi Pemantau Pemilihan 

Dalam Negeri yang ingin berpartisipasi dalam tahapan pemilihan Gubernur 

dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024, dengan ketentuan 

sebagai berikut :  

  

A. WAKTU DAN TEMPAT PENDAFTARAN:  

Hari  : Senin - Jumat  

Tanggal  : 27 Februari 2024 S/D 16 November 2024        

Waktu  : Pukul 08.00 - 16.00 WITA  

Alamat  : Kantor KPU Provinsi Sulawesi Tengah  

   Jl. S. Parman Nomor 58, Kota Palu  

 

 

B. PERSYARATAN KETENTUAN PENDAFTARAN PEMANTAU DAN LEMBAGA 

SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN CEPAT HASIL 

PEMILIHAN MELIPUTI: 

➢ Pemantau Pemilih Dalam Negeri 

1. Berbadan hukum 

2. Bersifat Independen 

3. Mempunyai sumber dana yang jelas 

4. Terdaftar dan memperoleh akreditas dari KPU Provinsi atau KPU 

Kabupaten/Kota sesuai dengan cakupan wilayah pemantaunya 

 

➢ Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat 

1. survei atau jajak pendapat Pemilihan dan penghitungan cepat hasil 

Pemilihan lintas daerah kabupaten/kota dalam pemilihan Gubernur 

dan Wakil Gubernur di KPU Provinsi; dan 



2. survei atau jajak pendapat Pemilihan dan penghitungan cepat hasil 

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota 

di KPU Kabupaten/Kota 

 

C. SYARAT PENDAFTARAN PEMANTAU DAN LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK 

PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN CEPAT HASIL PEMILIHAN GUBERNUR DAN 

WAKIL GUBERNUR PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2024 

➢ Syarat Pendaftaran Bagi Pemantau Pemilihan Tahun 2024 

1. formulir pendaftaran Pemantau Pemilihan tahun 2024, yang memuat 

informasi daftar kelengkapan persyaratan sebagai berikut: 

a) Formulir 1.1 (Formulir pendaftaran pemantau pemilihan Dalam Negeri), 

yang memuat informasi daftar kelengkapan dokumen persyaratan 

sebagai berikut;  

b) Surat Keterangan terdaftar di pemerintah; 

c) Profil Organisasi lembaga pemantau pemilihan dalam negeri 

d) Susunan kepengurusan lembaga 

e) Nama dan jumlah anggota pemantau pemilihan dalam negeri 

f) Alokasi anggota pemantau pemilihan gubernur dan wakil gubernur 

masing-masing di daerah provinsi, daerah kabupaten/kota, dan 

kecamatan 

g) Pas Foto terbaru pengurus lembaga pemantau pemilihan 

h) Alokasi anggota pemantau pemilihan bupati dan wakil bupati atau 

walikota dan wakil walikota masing-masing didaerah kabupaten/kota 

dan kecamatan 

i) Rencana, tahapan dan jadwal kegiatan pemantauan pemilihan serta 

daerah yang ingin dipantau 

j) Nama,Alamat,dan pekerjaan pengurus lembaga pemantau pemilihan 

dalam negeri; 

k) Surat pernyataan mengenai sumber dana yang ditandatangani oleh 

ketua Pemantau Pemilihan Dalam Negeri; 

l) Surat pernyataan mengenai independensi lembaga yang ditandatangani 

oleh ketua lembaga Pemantau Pemilihan Dalam Negeri; dan 

m) Surat pernyataan kesediaan menyampaikan laporan pelaksanaan 

pemantauan Pemilihan dan bersedia dikenakan sanksi apabila tidak 

menyampaikan laporan; 

2. Rencana, jadwal, dan alokasi jumlah Pemantau Pemilihan Dalam Negeri 
sesuai dengan formulir I.2 

3. Nama, alamat, dan pekerjaan pengurus lembaga Pemantau Pemilihan Dalam 
negeri sesuai dengan formulir I.3; 

4. Surat pernyataan mengenai sumber dana Pemantau Pemilihan Dalam Negeri 

sesuai dengan formulir I.4; 
5. Surat pernyataan mengenai independensi lembaga pemantau dan 

kepatuhan pada peraturan perundang-undangan sesuai dengan formulir I.5; 
6. Surat pernyataan dan pengalaman di bidang pemantauan Pemilihan dalam 

negeri sesuai dengan formulir I.6; 
7. Surat pernyataan kesediaan menyampaikan laporan pelaksanaan 

pemantauan sesuai dengan formulir I.7; 

 

 

 

 



Syarat Pendaftaran Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan 
cepat. 

1. formulir pendaftaran lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan 

Cepat hasil Pemilihan), yang memuat informasi daftar kelengkapan 

persyaratan sebagai berikut: 

a) Formulir Pendaftaran yang ditandatangani oleh pimpinan lembaga survei 

atau jajak pendapat dan penghitungan cepat hasil pemilihan dan 

dibubuhi stemple lembaga 

b) akte pendirian/badan hukum Lembaga (Menyerahkan fotokopi akta 

pendirian organisasi lembaga pemantau.  Untuk keterangan lebih lanjut 

dapat menghubungi Humas  KPU Provinsi Sulawesi Tengah di nomor 

telepon Ahmad : 082187871566, Fachrul : 082347518787 atau dapat 

dilihat di website: https://sulteng.kpu.go.id/  

c) susunan kepengurusan lembaga; 

d) Surat keterangan domisili dari desa atau sebutan lain/kelurahan atau 

instansi pemerintah setempat; 

e) Nama dan jumlah anggota pemantau pemilihan (Untuk penambahan 

nama, jumlah dan alokasi anggota pemantau serta daerah yang akan 

dipantau, harus dilaporkan kepada KPU Provinsi, selambat-lambatnya 

tanggal 16 November 2024. 

f) Rencana dan Jadwal kegiatan pemantauan pemilihan dan daerah yang 

ingin dipantau 

g) surat keterangan domisili dari desa atau sebutan lain/kelurahan atau 

instansi pemerintahan setempat; 

h) surat keterangan dari instansi yang berwenang yang menyatakan 

lembaga pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana 

Penghitungan Cepat hasil Pemilihan telah bergabung dalam asosiasi 

lembaga atau Jajak Pendapat; 

i) pas foto berwarna pimpinan lembaga, ukuran 4X6 cm sebanyak 4 

(empat) lembar; 

j) surat pernyataan mengenai kepatuhan Lembaga Survei atau Jajak 

Pendapat dan Penghitungan Cepat hasil Pemilihan pada peraturan 

perundang-undangan; dan 

k) surat pernyataan mengenai sumber dana yang ditandatangani oleh ketua 

Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat hasil 

Pemilihan. 

 

2. surat pernyataan mengenai kepatuhan Lembaga Survei atau Jajak 

Pendapat dan Penghitungan Cepat hasil Pemilihan pada peraturan 

perundang-undangan sesuai dengan Formulir III.2  

3. surat pernyataan sumber dana yang ditandatangani oleh ketua Lembaga 

Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat hasil Pemilihan sesuai 

dengan Formulir III.2  

 

D. TATA CARA PENDAFTARAN BAGI PEMANTAU DAN LEMBAGA SURVEI 

ATAU JAJAK PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN CEPAT HASIL PEMILIHAN 

1. Calon Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat 

hasil Pemilihan dapat mengunduh dokumen persyaratan pendaftaran 

di laman KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota; 

2. Calon Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat 

hasil Pemilihan mendaftar secara langsung ke Kantor KPU Provinsi, 



dengan menyerahkan dokumen pemenuhan persyaratan  sesuai 

waktu dan tempat pendaftaranpada syarat pendafaran. 

3. Tim Petugas KPU Provinsi melakukan pengecekan kelengkapan 

dokumen persyaratan calon Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan 

Penghitungan Cepat hasil Pemilihan; 

4. Tim Petugas KPU Provinsi memberikan tanda terima kelengkapan 

dokumen persyaratan pendaftaran dengan keterangan lengkap atau 

tidak lengkap; 

5. Apabila masih terdapat kekurangan dokumen persyaratan, Tim 

Petugas KPU Provinsi meminta kepada calon Lembaga Survei atau 

Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat hasil Pemilihan untuk 

melengkapi dan menyerahkan kekurangan dokumen persyaratan 

tersebut paling lambat pada saat berakhirnya jadwal pendaftaran, 

serta memberikan catatan pada tanda terima kelengkapan dokumen 

persyaratan pendaftaran. 

6. Tim Petugas KPU Provinsi menerima kekurangan dokumen 

persyaratan pendaftaran yang disertai dengan bukti tanda terima 

kelengkapan persyaratan dokumen dan memberikan keterangan 

lengkap pada tersebut; 

7. Apabila dokumen pemenuhan persyaratan telah dinyatakan lengkap 

dan sah, Tim Petugas KPU Provinsi mengajukan persetujuan sertifikat 

terdaftar bagi Lembaga Survei 

8. atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat hasil Pemilihan kepada 

Ketua KPU Provinsi. 

9. Tim Petugas KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota memberikan 

sertifikat terdaftar bagi Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan 

Penghitungan Cepat hasil Pemilihan; 

10. Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat hasil 

Pemilihan dapat melakukan kegiatan survei atau jajak pendapat 

Pemilihan dan penghitungan cepat hasil Pemilihan, setelah 

dinyatakan terdaftar, yang dibuktikan dengan sertifikat terdaftar; dan 

11. Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat hasil 

Pemilihan yang tidak memenuhi kelengkapan dokumen persyaratan 

dinyatakan tidak terdaftar dan dilarang melakukan kegiatan survey 

atau jajak pendapat Pemilihan dan penghitungan cepat hasil 

Pemilihan. 

  

    Palu, 27 Februari 2024  

  

Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi 

Sulawesi Tengah 

  

 

 

 

                   Risvirenol  
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FORMULIR PENDAFTARAN 

PEMANTAU PEMILIHAN DALAM NEGERI PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN 

WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN 

WAKIL WALIKOTA*) ... **) TAHUN ... 

 

A. Data Identias Pemantau 

1. Nama Lembaga Pemantau  : ... 

2. Alamat Kantor   : ... 

3. No. Telepon Kantor   : ... 

4. Alamat email    : ... 

5. No. Akte Notaris/Badan Hukum : ... 

6. Nama Ketua Lembaga   : ... 

B. Pemantauan 

1. Metode Pemantauan   : ... 

2. Tahapan yang dipantau  : ... 

3. Daerah yang dipantau  : ... 

4. Alokasi Anggota Pemantau  : ... 

5. Sumber Dana    : ... 

C. Dokumen yang diserahkan 

No Uraian Keterangan 

1. Profil organisasi lembaga Pemantau Pemilihan Dalam 
Negeri 

Ada/tidak ada 
 

2. Surat keterangan terdaftar di Pemerintah (Akte 

pendirian/badan hukum lembaga) 

 

3. Susunan kepengurusan lembaga  

4. Surat keterangan domisili dari kelurahan/desa atau 
sebutan lain atau instansi pemerintahan setempat 

 

5. Nama, alamat, dan pekerjaan pengurus Lembaga 

Pemantau Pemilihan Dalam Negeri 

 

6. Alokasi anggota pemantau Pemilihan Gubernur dan 

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta 
Walikota dan Wakil Walikota 

 

7. Rencana, jadwal, dan Lokasi Pemantauan Pemilihan 

Dalam Negeri 

 

 8. Surat keterangan mengenai sumber dana Pemilihan 
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil 

Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota 

 

 

FORMULIR I.1 

jdih.kpu.go.id
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No Uraian Keterangan 

9. Pas foto terbaru dan berwarna pimpinan lembaga, 

ukuran 4x6 cm (empat kali enam sentimeter) 
sebanyak 4 (empat) lembar 

 

10. Surat pernyataan mengenai independensi lembaga 

pemantauan dan kepatuhan pada Pemilihan 
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil 
Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota 

 

11. Surat Pernyataan dan Pengalaman Di Bidang 
Pemantauan Pemilihan Dalam Negeri Pada Pemilihan 

Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil 
Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota 

 

12. Surat pernyataan kesediaan menyampaikan laporan 
pelaksanaan pemantauan Pemilihan Gubernur dan 
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta 

Walikota dan Wakil Walikota 

 

 

(tempat, tanggal bulan tahun) 

 

 

 

 (Nama Jelas dan Tanda Tangan) 

 

 

*) coret yang tidak perlu 

**) isi nama daerah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAP 

LEMBAGA 

jdih.kpu.go.id
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RENCANA, JADWAL, DAN ALOKASI JUMLAH PEMANTAU PEMILIHAN DALAM 

NEGERI PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN 

WAKIL BUPATI SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA*) ... **) TAHUN ... 

 

Nama : ... 

Nama Lembaga Pemantau : ... 

Alamat Kantor : ... 

No. Telepon Kantor : ... 

Alamat email : ... 

 

 

No. 

 

Rencana 

 

Jadwal 

 

Lokasi yang 

akan dipantau 

 

Alokasi 

Anggota 

Pemantau 

 

Keterangan 

      

      

      

      

      

      

 

(tempat, tanggal bulan tahun) 

 

 
 
 (Nama Jelas dan Tanda Tangan) 

 
 

*) coret yang tidak perlu 
**) isi nama daerah 

 

 

 

 

 

FORMULIR I.2 

CAP 

LEMBAGA 

jdih.kpu.go.id
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NAMA, ALAMAT, DAN PEKERJAAN PENGURUS LEMBAGA PEMANTAU 

PEMILIHAN DALAM NEGERI PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL 

GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERTA WALIKOTA DAN WAKIL 

WALIKOTA*) ... **) TAHUN … 

 

Nama : ... 

Nama Lembaga Pemantau : ... 

Alamat Kantor : ... 

No. Telepon Kantor : ... 

Alamat email : ... 

 

 

No. 

 

Nama  

 

Alamat  

 

Pekerjaan Pengurus 

 

Keterangan 

     

     

     

     

     

     

 

(tempat, tanggal bulan tahun) 

 

 

 

 (Nama Jelas dan Tanda Tangan) 

 

 

*) coret yang tidak perlu 

**) isi nama daerah 

 

 

 

 

FORMULIR I.3 

CAP 

LEMBAGA 

jdih.kpu.go.id
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SURAT PERNYATAAN MENGENAI SUMBER DANA PEMANTAU PEMILIHAN 

DALAM NEGERI PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, 

BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA*) ...**) 

TAHUN … 

 

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:  

Nama : ... 

Nama Lembaga Pemantau : ... 

Alamat Kantor : ... 

No. Telepon Kantor : ... 

Alamat email : ... 

Dengan ini menyatakan bahwa Lembaga Pemantau Pemilihan akan melakukan 

pendaftaran pemantau pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati 

dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota *) ... Tahun ...**) memiliki 

sumber dana yang berasal dari:  

1. ... 

2. ... 

3. ... 

4. dst. 

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan jika dikemudian 

hari ternyata pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia 

dituntut di muka pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.  

 

(tempat, tanggal bulan tahun) 

  

 

 

 (Nama Jelas dan Tanda Tangan) 

 

 

*) coret yang tidak perlu 

**) isi nama daerah 

 

 

 

 

 

FORMULIR I.4 

Materai 
Rp. 10.000 

CAP 

LEMBAGA 

jdih.kpu.go.id
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SURAT PERNYATAAN MENGENAI INDEPENDENSI LEMBAGA PEMANTAU DAN 

KEPATUHAN PADA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM PEMILIHAN 

GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA 

WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA*) ... **) TAHUN … 

Nama : ... 

Nama Lembaga Pemantau : ... 

Alamat Kantor : ... 

No. Telepon Kantor : ... 

Alamat email : ... 

menyatakan bahwa selama melaksanakan kegiatan pemantauan akan 

mematuhi ketentuan:  

1. tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan 

peserta pemilu; 

2. tidak mengganggu proses tahapan Pemilihan; 

3. bertujuan meningkatkan partisipasi masyarakat secara luas; 

4. mendorong terwujudnya suasana kondusif bagi penyelenggaraan Pemilihan 

yang aman, damai, tertib dan lancar; 

5. benar-benar melakukan wawancara dalam pelaksanaan pemantauan 

Pemilihan; 

6. tidak mengubah data lapangan dan/atau dalam pemrosesan data; 

7. tidak melakukan kegiatan lain selain yang berkaitan dengan Pemantauan 

Pemilihan; dan 

8. melaporkan metodologi, sunber dana, jumlah responden, tanggal dan 

tempat pelaksanaan pemantauan paling lambat 15 (lima belas) hari setelah 

pengumuman hasil pemantauan.  

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan jika dikemudian 

hari ternyata pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia 

dituntut di muka pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.  

 

(tempat, tanggal bulan tahun) 

  

  

 

 (Nama Jelas dan Tanda Tangan) 

*) coret yang tidak perlu 

**) isi nama daerah 

 

 

FORMULIR I.5 

CAP 

LEMBAGA 
Materai 

Rp. 10.000 

jdih.kpu.go.id
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SURAT PERNYATAAN DAN PENGALAMAN DI BIDANG PEMANTAUAN 

PEMILIHAN DALAM NEGERI PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL 

GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL 

WALIKOTA*) ... **) TAHUN ... 

 

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:  

Nama : ... 

Nama Lembaga Pemantau : ... 

Alamat Kantor : ... 

No. Telepon Kantor : ... 

Alamat email : ... 

Dengan ini menyatakan bahwa Lembaga Pemantau Pemilihan Dalam Negeri ini 

telah memiliki pengalaman di bidang pemantauan dan pernah melakukan 

pemantauan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil 

Bupati/Walikota dan Wakil Walikota *) di:  

1. ... tahun ... 

2. ... tahun ... 

3. ... tahun ... 

4. dst. 

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan jika dikemudian 

hari ternyata pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia 

dituntut di muka pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.  

 

(tempat, tanggal bulan tahun) 

  

 

  

 (Nama Jelas dan Tanda Tangan) 

 

*) coret yang tidak perlu 

**) isi nama daerah 

 

 

 

 

 

 

FORMULIR I.6 

CAP 

LEMBAGA 

Materai 
Rp. 10.000 

jdih.kpu.go.id
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SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN MENYAMPAIKAN LAPORAN PELAKSANAAN 

PEMANTAUAN PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, 

BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN  

WAKIL WALIKOTA *) ... **) TAHUN ... 

 

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:  

Nama : ...  

Nama Lembaga Pemantau : ... 

Alamat Kantor : ... 

No. Telepon Kantor : ... 

Alamat email : ... 

Dengan ini menyatakan bahwa Lembaga Pemantau Pemilihan Dalam Negeri ini 

bersedia untuk menyampaikan laporan hasil pelaksanaan pemantauan pada 

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota 

dan Wakil Walikota*) ... **) Tahun … sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan jika dikemudian 

hari ternyata pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia 

dituntut di muka pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.  

 

(tempat, tanggal bulan tahun) 

  

 

  

 (Nama Jelas dan Tanda Tangan) 

 

*) coret yang tidak perlu 

**) isi nama daerah 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAP 
LEMBAGA Materai 

Rp. 10.000 

 

FORMULIR I.7 
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FORMULIR PENDAFTARAN LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT DAN 

PENGHITUNGAN CEPAT HASIL PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL 

GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA 

...**)  

 

Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2022, saya 

yang bertanda tangan di bawah ini: 

 

Nama : ... 

Nama Lembaga : ... 

Alamat Kantor : ... 

No. Telepon Kantor : ... 

Alamat email : ... 

No. Akte Notaris/Badan Hukum : ... 

Nama Ketua Lembaga : ... 

 

dengan ini mendaftarkan diri untuk melakukan: 

a. Survei atau Jajak Pendapat 

b. Penghitungan Cepat Hasil 

Pemilihan menyerahkan dokumen 

sebagai berikut: 

No Uraian Keterangan 

1. Rencana, jadwal, dan lokasi Survei atau Jajak Pendapat 

dan Penghitungan Cepat 

 

2. Akte pendirian/badan hukum lembaga  

3. Susunan kepengurusan lembaga  

4. Surat keterangan domisili dari kelurahan/desa atau 

sebutan lain atau instansi pemerintahan setempat 

 

5. Surat keterangan telah terdaftar minimal 1 (satu) tahun 

pada asosiasi lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan 

Penghitungan Cepat 

 

6. Pas foto terbaru dan berwarna pimpinan lembaga, 

ukuran 4X6 cm (empat kali enam sentimeter) sebanyak 4 

(empat) lembar 
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CAP 

LEMBAGA 

No Uraian Keterangan 

7. Surat pernyataan mengenai kepatuhan Lembaga Survei 

atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil 

Pemilihan  

 

8. Surat pernyataan mengenai sumber dana Lembaga Survei 

atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil 

Pemilihan 

 

 

(tempat, tanggal bulan tahun) 

(Nama Jelas dan Tanda Tangan) 

*) coret yang tidak perlu 

**) isi nama daerah 
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CAP 

LEMBAGA Materai 

Rp 10000 

 

 

SURAT PERNYATAAN MENGENAI KEPATUHAN LEMBAGA SURVEI ATAU 

JAJAK PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN CEPAT HASIL PEMILIHAN PADA 

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN 

WAKIL GUBERNUR/ BUPATI DAN WAKIL BUPATI/ WALIKOTA DAN WAKIL 

WALIKOTA *) ... **) 

 

Saya yang bertanda tangan di bawah ini: 

 

Nama : ... 

Nama Lembaga : ... 

Alamat Kantor : ... 

No. Telepon Kantor : ... 

Alamat email : ... 

menyatakan bahwa selama melaksanakan kegiatan survei atau jajak 

pendapat dan penghitungan cepat hasil Pemilihan, akan mematuhi 

ketentuan: 

1. tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan 

peserta Pemilihan; 

2. tidak mengganggu proses tahapan Pemilihan; 

3. bertujuan meningkatkan partisipasi masyarakat secara luas; 

4. mendorong terwujudnya suasana kondusif bagi penyelenggaraan Pemilu 

yang aman, damai, tertib, dan lancar; 

5. benar-benar melakukan wawancara dalam pelaksanaan Survei atau 

Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat; 

6. tidak mengubah data lapangan dan/atau dalam pemrosesan data; 

7. menggunakan metode penelitian ilmiah; dan 

8. melaporkan metodologi, sumber dana, jumlah responden, tanggal, dan 

tempat pelaksanaan Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan 

Cepat Hasil Pemilihan .... 

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan jika 

dikemudian hari ternyata pernyataan yang saya buat tidak benar, maka 

saya bersedia dituntut di muka pengadilan sesuai dengan peraturan 

perundang- undangan. 

                                        (tempat, tanggal bulan tahun) 

 

(Nama Jelas dan Tanda Tangan) 

*) coret yang tidak perlu 

**) isi nama daerah 
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CAP  

LEMBAGA 

Meterai 

Rp 10000 

 

 

SURAT PERNYATAAN SUMBER DANA LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK 

PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN CEPAT HASIL PEMILIHAN GUBERNUR DAN 

WAKIL GUBERNUR/ BUPATI DAN WAKIL BUPATI/ WALIKOTA DAN WAKIL 

WALIKOTA *) ...**) TAHUN ... 

 

 

Yang bertanda tangan di bawah ini: 

Nama : ...  

Jabatan : ... 

Alamat Kantor : ... 

No. Telepon : ... 

Dengan ini menyatakan bahwa Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan 

Penghitungan Cepat pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati 

dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota*) ...**).memiliki sumber 

dana yang berasal dari: 

1. ... 

2. ... 

3. ... 

4. dst. 

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan jika 

dikemudian hari ternyata pernyataan yang saya buat tidak benar, maka 

saya bersedia dituntut di muka pengadilan sesuai dengan perundang-

undangan. 

 

(tempat, tanggal bulan tahun) 

(Nama Jelas dan Tanda Tangan) 

 

*) coret yang tidak perlu 

**) isi nama daerah 
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